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Abstrak

Implikasi tentang pluralisme kewenangan penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan
KPK adalah merupakan gambaran adanya ketidak harmonisan atau kesenjangan hubungan
fungsional antara subsistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Ketidaksepakatan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK menyangkut kewenangan penyidikan
dapat menganggu kelancaran tugas sistem peradilan pidana, sebab ketiga lembaga itu merupakan
subsistem yang selayaknya berhubungan erat satu sama lain, karena merupakan bagian dari
keseluruhan sistem. Untuk itu perlu adanya kepastian hukum tentang kewenangan masing-masing
lembaga dalam sistem peradilan pidana terutama dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Apabila
ketidaksepakatan tersebut terjadi maka akan mengakibatkan tumpang -tindih dari pluralisme
kewenangan penyidikan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dapat menganggu kelancaran
penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kata kunci : Korupsi, Implikasi, Pluralisme, Kewenangan, Penyidikan, dan Sistem Peradilan
Pidana

Abstract

The implications of pluralism investigative authority between the police, the prosecutor,
and corruption eradication commission is an overview of their functional relationship
disharmonyor gaps between sub criminal justice system in combating corruption.Disagreement
between the police, prosecutors, and corruption eradication commission about powers of
investigation could disrupt the smooth running of the criminal justice system task, for the three
institutions are part of the whole system are closely interconnected as a subsystem .Therefore, we
need the legal certainty about the authority of each institutions in criminal justice system,
especially in the investigation of corruption. If disagreement occurs, it will result in overlap of
authority between the police, prosecutors, and corruption eradication commission that could
disrupt the smooth completion of the assignment of corruption.

Keywords : corruption, implications, pluralism, authority, investigation, and criminal justice
system

I. PENDAHULUAN terhadap tindak pidana korupsi juga

Kewenangan penyidikan dalam
penyelesaian tindak pidana korupsi
menurut  peraturan  perundang-
undangan yang berlaku dilakukan
oleh aparat penegak hukum yaitu
Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi
setelah dibentuk lembaga independen
yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), kewenangan penyidikan

dimiliki oleh KPK. Hal ini dapat
menimbulkan tumpang tindih
kewenangan penyidikan pada tindak
pidana korupsi, untuk itu perlu
adanya kepastian hukum tentang
kewenangan penyidikan pada tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh
KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan.


http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/
mailto:urauragian30@gmail.com

DIPONEGORO LAW JOURNAL
Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Website : http://www.ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/dlr/

Fenomena dewasa ini belum
menunjukkan adanya satu sistem

penegakkan hukum dalam
memberantas tindak pidana korupsi
yang dilakukan secara

berkesinambungan  dan  terpadu
antara institusi penegak hukum.
Sering terjadi perbedaan persepsi dan
tumpang tindih wewenang
khususnya dibidang  penyidikan
diantara lembaga penegak hukum
seperti Polri, Kejaksaan, dan KPK
dalam menangani perkara-perkara
tipikor tersebut.

Berdasarkan latar belakang di
atas, maka rumusan permasalahan
yang akan dibahas oleh penulis
adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi dari
pluralisme kewenangan
menyidik  antara Polri,
Kejaksaan, dan KPK dalam
meneyelesaikan tindak pidana
korupsi?

2. Bagaimana kebijakan yang
dapat diambil untuk
mencegah terjadinya tumpang
tindin  yang  diakibatkan
pluralism kewenangan
penyidik dalam penyelesaian
tindak pidana korupsi dimasa
yang akan datang?

I1. METODE

Metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian hukum yuridis
sosiologis, yaitu suatu metode
pendekatan yang tidak hanya
berpegang dari segi-segi yuridis atau
hukum dan peraturan-peraturannya
tetapi juga menggunakan bantuan
ilmu sosial lainnya dalam mencari
dan mengumpulkan data. Penelitian
hukum adalah sebuah proses untuk

menemukan aturan hukum, prinsip-
prinsip  hukum maupun doktrin-
doktrin hukum yang berguna untuk
menjawab isu yang dihadapi.

Spesifikasi  penelitian  yang
digunakan dalam penelitian ini
bersifat deskriptif analitis. Yang
dimaksud dengan penelitian deskriptif
analitis  yaitu  selalu  berusaha
menggambarkan objek atau subjek
yang diteliti sesuai dengan apa
adanya, dengan tujuan
menggambarkan secara sistematis
fakta dan karakteristik objek atau
subjek yang diteliti secara tepat.

I1I.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Pluralisme
Kewenangan Penyidikan
Dalam Penyelesaian Tindak
Pidana Korupsi Di Indonesia

Penegakan hukum merupakan
bagian yang tidak terpisahkan
pembangunan hukum, sedangkan
pembangunan hukum itu sendiri
adalah komponen integral dari
pembangunan nasional. Secara
umum  pengertian  penegakan
hukum adalah penerapan hukum
diberbagai  aspek  kehidupan
berbangsa dan bernegara guna
mewujudkan  ketertiban  dan
kepastian hukum  berorientasi
kepada keadilan. Dalam
pengertian sempit, penegakan
hukum dapat diartikan sebagai
rangkaian  kegiatan  didalam
sistem peradilan (pidana) yang
bersifat preventif, represif, dan
edukatif.

Sebagai salah satu tindak
pidana yang masuk dalam
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kelompok tindak pidana khusus,
perihal pengaturan mengenai
penyidikan tipikor diatur
berdasarkan  ketentuan  Pasal
Ketentuan Pasal 284 ayat (2)
KUHAP  sebagai  ketentuan
peralihan yang mengatur perihal
setelah dua tahun setelah
kelahiran KUHAP maka adalah
menjadi kewajiban bagi para
penegak hukum untuk
memberlakukan KUHAP untuk
menangani perkara yang ada
dengan pengecualian mengenai
ketentuan khusus acara pidana
sebagaimana  tersebut  pada
undang-undang tertentu, sampai
ada  perubahan dan atau
dinyatakan tidak berlaku.

Salah satu tahap paling
penting dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi adalah
tahap penyidikan. Penyidikan
suatu istilah yang dimaksudkan
sejajar dengan pengertian
opsporing (Belanda) dan
investigation (Inggris). Secara
yuridis dalam Pasal 1 angka 2
KUHAP  memberi  defenisi
penyidikan sebagai berikut:
“Serangkaian tindakan
penyidikan dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini untuk mencari
serta untuk mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan  guna  untuk
menemukan tersangkanya”

Dalam kaitannya dengan
sistem penyidikan tindak pidana
korupsi maka sistem penyidikan
sebagai salah satu sub bagian dari

pelaksanaan penegakkan hukum
yang menyeluruh harus dapat
terintegrasi dalam rangka
mencapai tujuan yang Sama
dengan sub bagian lain dalam
proses  penegakkan  hukum
tersebut.  Sistem  penyidikan
tindak pidana korupsi menunjuk
pada pengertian mengenai skema
atau pola pengaturan penyidikan
antara  penyidik  kepolisian,
penyidik kejaksaan dan penyidik
Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (KPK)
Faktor-faktor yang menjadi
penghambat dalam pelaksanaan
fungsi koordinasi dan supervisi
penyidikan tipikor di daerah ada
pada faktor hukum, faktor
penegak hukum dan faktor
prasarana berupa masih
kurangnya jumlah penyidik baik
itu vyang berada di KPK,
Kejaksaan, dan Polri masih
kurang memadai dibandingkan
dengan jumlah kasus korupsi
yang ada sehingga penye;esaian
tindak pidana korupsi tersebut
menjadi kurang memadai.
Penyidikan merupakan
tahapan penyelesaian perkara
pidana setelah penyelidikan yang
merupakan tahapan permulaan
mencari ada atau tidaknya tindak
pidana dalam suatu peristiwa.
Ketika diketahui ada tindak
pidana terjadi, maka saat itulah
penyidikan  dapat  dilakukan
berdasarkan hasil penyelidikan.
Pada tindakan penyelidikan,
penekanannya diletakkan pada
tindakan “mencari dan
menemukan” suatu “peristiwa”
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yang dianggap atau diduga
sebagai tindakan pidana.

Sedangkan pada penyidikan
titik berat penekanannya
diletakkan pada tindakan
“mencari serta mengumpulkan
bukti”’. Penyidikan  bertujuan
membuat terang tindak pidana
yang ditemukan dan juga
menentukan pelakunya.
Pengertian penyidikan tercantum
dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP
yakni dalam Bab | mengenai
Ketentuan Umum, yaitu:
“Penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang
tentang pidana yang terjadi dan
guna menemukan tersangkanya”

Bentuk koordinasi  antara
Kejaksaan, KPK dan Polri dalam
penanganan  tindak  pidana
korupsi adalah dengan adanya
Nota Kesepahaman Bersama
(MoU) antara Kejaksaan, KPK
dan Polri dalam kerangka
pemberantasan tindak pidana
korupsi.

Koordinasi antara KPK, Polri
dan Kejaksaan dalam penaganan
kasus korupsi diatur dalam Pasal
8 Undang-Undang KPK yang

menyatakan:

(1) Dalam melaksanakan tugas
supervisi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6
huruf b, Komisi
Pemberantasan Korupsi
berwenang melakukan

pengawasan, penelitian, atau

penelaahan terhadap instansi
yang menjalankan tugas dan
wewenangnya yang berkaitan
dengan pemberantasan tindak
pidana korupsi, dan instansi
yang dalam melaksanakan
pelayanan publik.

(2) Dalam melaksanakan
wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
Komisi Pemberantasan

Korupsi  berwenang juga
mengambil alih penyidikan
atau penuntutan terhadap
pelaku tindak pidana korupsi
yang sedang dilakukan oleh
Kepolisian atau Kejaksaan.

(3) Dalam hal Komisi
Pemberantasan Korupsi
mengambil alih penyidikan
atau penuntutan, kepolisian
atau kejaksaan wajib
menyerahkan tersangka dan
seluruh  berkas  perkara
beserta alat bukti dan
dokumen lain yang
diperlukan  dalam  waktu
paling lama 14 (empat belas)
hari kerja, terhitung sejak
tanggal diterimanya
permintaan Komisi
Pemberantasan Korupsi.

(4) Penyerahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan membuat
dan menandatangani berita
acara penyerahan sehingga
segala tugas dan kewenangan
kepolisian atau kejaksaan
pada saat penyerahan tersebut
beralih  kepada  Komisi
Pemberantasan Korupsi.
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B. Rekomendasi Pembentukan

Kebijakan sebagai Upaya
Pencegahan dan Penyelesaian
Implikasi Pluralisme
Kewenangan Penyidikan di
Indonesia

Kebijakan  penanggulangan
kejahatan merupakan bagian dari
kebijakan penegakan  hukum
yang harus menjadi  satu
pedoman bagi aparat penegak
hukum dalam penanggulangan
kejahatan. Kebijakan atau upaya
penanggulangan kejahatan pada
hakikatnya merupakan bagian
integral dari upaya perlindungan
masyarakat (social defence) dan
upaya mencapai kesejahteraan
masyarakat (social welfare).

Sistem  peradilan  pidana
(Criminal Justice System)
sebagai suatu sistem dalam
penegakan hukum pidana
berupaya untuk menanggulangi
masalah  kejahatan  dimaknai
sebagai upaya untuk
mengendalikan atau membatasi
kejahatan agar berada dalam
batas-batas toleransi masyarakat.
Komponen-komponen yang
berkerja dalam  sistem ini
meliputi kepolisian, kejaksaan,

pengadilan dan lembaga
pemasyarakatan. Empat
komponen ini diharapkan dapat
bekerjasama sehingga

menghasilkan suatu keterpaduan
yang dikenal dengan integrated
criminal justice system.

Dalam kaitan tugas antara
polisi, jaksa dan hakim dalam

sistem peradilan pidana terpadu,
terlihat perbedaan tugas dan
wewenang ketiga institusi
tersebut sebagai bagian dari
subsistem  peradilan  pidana
Indonesia bahwa yang pada saat
berlakunya KUHAP tugas polisi
terpisah sama sekali dengan tugas
jaksa dan hakim. Polisi sebagai
penyidik dan Jaksa sebagai
Penuntut dan hakim sebagai
orang yang memutuskan perkara.
Adanya pemisahan tersebut
hendaknya menurut Mardjono
Reksodiputro,  “tidak  boleh
mengganggu usaha adanya satu
kebijakan penyidikan, penuntutan
dan pengadilan yang akan
merupakan  pedoman kerja
bersama dalam proses peradilan
pidana”

Multiplikasi lembaga
penyidikan yang menangani
tindak  pidana  korupsi  di
Indonesia dikatakan oleh
Nyoman Serikat Putra Jaya
apabila dikaji dari sudut sistem
peradilan pidana terpadu
(Integrated  Criminal  Justice
System), kurang sesuai/ tidak
sesuai dengan harapan. Sistem
peradilan  pidana  merupakan
jaringan  (network) peradilan
yang  menggunakan  hukum
pidana sebagai sarana
bekerjanya, baik hukum pidana
materiil, hukum pidana formil,
maupun  hukum  pelaksanaan
pidana

Untuk  mencapai suatu
keintegralan yang pertama harus
tercipta adanya satu kesatuan
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komponen  substansi  hukum.
Dalam permasalahan penyidikan
terhadap tindak pidana korupsi
output dari sistem hukum vyaitu
berupa peraturan-peraturan
tentang lembaga yang diberikan
kewenangan melakukan
penyidikan tindak pidana korupsi
yang tersebar dalam beberapa
undang-undang sehingga dapat
memberikan kepastian hukum di
bidang penyidikan dalam
penyelesaian  tindak  pidana
korupsi di Indonesia.

IV.KESIMPULAN

Penyidikan merupakan suatu
tahapan mencari fakta-fakta serta
pengumpulan barang bukti yang
digunakan untuk penyelesaian
suatu tindak pidana.

Kewenangan penyidikan
dalam tindak pidana korupsi
menurut peraturan perundang-
undangan di Indonesia dimiliki
oleh beberapa lembaga penegak
hukum seperti KPK, Kepolisian,
dan Kejaksaan. Kewenangan
penyidikan tindak pidana korupsi
yang dilakukan oleh KPK,
Kepolisian, dan  Kejaksaan
berpedoman pada Pasal 11 UU
KPK yang memuat batasan
tentang kualifikasi tindak pidana
korupsi yang menjadi
kewenangan KPK, jika tidak
memenuhi  kualifikasi  maka
kewenangan penyidikan
diserahkan kepada Kepolisian
dan Kejaksaan.

Munculnya konflik mengenai
tumpang tindih  kewenangan

penyidikan dalam tindak pidana
korupsi dapat dihindari, sehingga
diperlukan pemahaman setiap
lembaga penegak hukum dalam
menjalankan  peranan  sesuai
dengan batasan wewenangnya
masing-masing, dan pada
akhirnya  akan  membangun
kesinergian dalam menjalankan
fungsi antar lembaga penegak
hukum.

Kewenangan dalam
menanganai  perkara  tindak
pidana korupsi secara normatif
telah sesuai dengan sistem
peradilan pidana di Indonesia
(Kepolisian sebagai  penyidik,
Kejaksaan  sebagai  penuntut
umum, pengadilan sebagai yang
menjatuhkan vonis dan Lembaga
Pemasyarakat sebagai tempat
pelaksanaan  putusan  hakim),
namun secara empiris masih
menimbulkan persoalan dalam
penyidikan perkara tindak pidana
korupsi antara lembaga KPK.
Kepolisian dan Kejaksaan.

Akibat hukum dari pluralisme
kewenangan penyidikan tindak
pidana korupsi menyebabkan
kemungkinan timbulnya suatu
ketidak pastian hukum dan
tumpang tindih  kewenangan.
Untuk itu dasar dalam pemberian
wewenang tersebut haruslah kuat
dengan menekankan konsepsi
due process of law. Kewenangan
Polri, Kejaksaan, maupun KPK
dalam menangani perkara
korupsi  harus didasari oleh
undang-undang serta pelaksanaan
nya pun tidak dapat dilakukan
secara mandiri oleh satu lembaga
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saja, melainkan harus
dikoordinasikan dengan lembaga
lain yang berwenang sekaligus
diatur di dalam undang-undang.
Hal-hal yang diperlukan
dalam penanganan perkara tindak
pidana Kkorupsi untuk mencapai
hasil yang maksimal yaitu perlu
dilakukan dengan cara
sinkronisasi secara vertikal dan
sinkronisasi secara horizontal.
Sehingga jika sinkronisasi ini
dapat berjalan dengan baik dan
masing-masing sub sistem dalam
sistem peradilan pidana
mengedepankan penegakan
hukum, maka semua akan

bermuara  kepada  kepastian
hukum.
Perbedaan pengaturan

tersebut adalah karena perkara
korupsi menjadi suatu masalah
yang sangat menjadi perhatian
masyarakat dan Negara yang
harus diutamakan dalam
pemberantasannya. Penyelesaian
tindak pidana korupsi merupakan
suatu masalah yang tidak mudah

untuk dilakukan sehingga
dibutuhkan  kerjasama  antar
lembaga yang berwenang

didalamnya untuk menangani
perkara korupsi agar dapat
diselesaikan secara efektif dan
efisien.
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